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P U T U S A N
Nomor 176/Pdt.G/2021/MS.Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili

perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan hadhanah

antara:

Penggugat, Nik 1117055211020002, Tempat dan tanggal lahir, Remang Ketike

Jaya, 12 November 2002, agama Islam, pendidikan terakhir SMP,

pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah,

dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat

email fitrykhoir@gmail.com, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, Tempat dan tanggal lahir Pondok Baru, 07 Maret 1995, agama Islam,

pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di

Kabupaten Bener Meriah dan sekarang sedang menjalani

hukuman di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bener Meriah,

sebagai Tergugat;
Mahkamah Syar’iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti

Penggugat;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juni

2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 176/Pdt.G/2021/MS.Str,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis 04 Mei 2017, Penggugat dengan Tergugat

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama Kecamatan Bandar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

0192/004/VIII/2018 tanggal 03 Agustus 2018;
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2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat

berstatus Duda;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kampung

Remang Ketike Jaya, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup

sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang

bernama 1. anak, Tempat tanggal lahir Bahgie Bertona, 01 September 2018

dan pada saat ini diasuh oleh penggugat;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun, damai

dan bahagia hanya 2 (dua) Tahun saja sempat Penggugat rasakan karena

pada Tahun 2019 penggugat mengetahui Bahwa Tergugat menggunakan

Narkotika;

6. Bahwa sejak penggugat mengetahui tergugat menggunakan Narkoba

perselisihan antara penggugat dan tergugat sering terjadi karena penggugat

melarang tergugat untuk menggunakan Narkoba;

7. Bahwa pada bulan Maret Tahun 2020 tergugat ditangkap kemudian ditahan

dan mendapat hukuman selama 9 (sembilan) tahun penjara;

8. Bahwa sejak penggugat menjalani masa tahanan di Rumah Tahanan Negara

Kelas IIB Bener Meriah penggugat dan anaknya tinggal bersama orangtua

penggugat di kampung Remang Ketike Jaya, Kecamatan Bandar, Kabupaten

Bener Meriah dan tergugat tidak bisa lagi menafkahi penggugat secara lahir

dan batin kemudian pihak keluarga dari tergugat juga tidak pernah membantu

meringankan biaya hidup penggugat dan anaknya ;

9. Bahwa anak penggugat dan tergugat yang yang bernama 1. anak, Tempat

tanggal lahir Bahgie Bertona, 01 September 2018 dan pada saat ini diasuh

oleh penggugat di Kampung Remang Ketike Jaya, Kecamatan Bandar,

Kabupaten Bener Meriah, maka penggugat bermohon kepada Ketua

Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong untuk menetapkan hak asuh

anak terhadap penggugat selaku ibu kandungnya;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan

Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan

untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah
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sulit diwujudkan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak

melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan

alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan

Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat bermaksud mengajukan

gugatan cerai ke Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon

kepada Ketua Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim

yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil

Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya

menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat);

3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama anak, Tempat Tanggal Lahir

Bahgie Bertona, 01 Septeber 2018, umur 2(dua) Tahun sembilan bulan

terhadap penggugat selaku ibu kandungnya;

4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil

atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan

tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang

sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa persidangan majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat

agar tetap bersabar dalam mempertahankan ikatan perkawinannya dengan

Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk

bercerai dari Tergugat, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat

tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup

untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi

terdapat perubahan Penggugat menyatakan petitum angka 3 dan posita 9
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mengenai hak asuh anak dicabut, kemudian maksud lainnya tetap dipertahankan

oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di

persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat

didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat

bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.
a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat NIK

1117055211020002 tanggal 19-05-2020, yang dikeluarkan di Bener Meriah.

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah

disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai. Selanjutnya diparaf dan diberi

tanda P.1;
b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0192/004/VIII/2018 tanggal 03 Agustus

2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut

telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan

aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.2;
c. Fotokopi Kutipan Putusan nomor 40/Pid.Sus/2020/PN-Str tanggal 25 Juni

2020, yang dikeluarkan dari Pengadilan Negeri Bener Meriah. Bukti surat

tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, selanjutnya diparaf

dan diberi tanda P.3;
Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulannya tetap pada

gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu

yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang

tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir

sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana
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ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah

dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya

tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus

dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan

gugatan Penggugat dengan perubahannya mempunyai alasan serta tidak

bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1)

R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat di

depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2 dan

P.3;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1, yang mana

bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi

syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat

materil dan syarat formil alat bukti surat di persidangan, maka secara legal formal

alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini,

maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi sebagai alat bukti yang

sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.2, yang mana

menurut majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik,

karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan

telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga

secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah

dalam perkara ini, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang

sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 telah terbukti

antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah menurut

hukum, karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak

berkualitas/berkapasitas (persona standi in judicio) dalam perkara ini sehingga
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Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan cerai gugat terhadap

Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 maka telah menjadi fakta

hukum yang tetap, bahwa Tergugat telah divonis 9 (sembilan) tahun penjara dalam

kasus narkotika golongan I dan telah divonis sejak tanggal 25 Juni 2020, sehingga

Majelis Hakim berpendapat alasan Penggugat dalam perkara ini berdasarkan

hukum sebagaimana dimaksud pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam

sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, alat bukti P.3 tersebut memiliki alat pembuktian yang

sempurna dan mengikat, sehingga Majelis Hakim mencukupkan dengan alat bukti

tersebut karena suatu alasan telah menjadi terang benderang dan dapat dijadikan

alasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti tertulis,

Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai

berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis.

- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat selama 1

(satu) tahun karena Tergugat divonis sembilan tahun penjara.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah

Simpang Tiga Redelong adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud

Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun

dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi

keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya

perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I
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1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat

(Penggugat);
4. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 Masehi, bertepatan

dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1442 Hijriah, oleh kami HASBULLAH WAHYUDIN,

S.H.I sebagai Ketua Majelis, NOR SOLICHIN, S.H.I dan ALIMAL YUSRO

SIREGAR, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut, oleh Ketua

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh AKMAL

HAKIM BS, S.HI, M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat

tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

NOR SOLICHIN, S.H.I.

Ketua Majelis,

HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I.

Hakim Anggota,

ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H.

Panitera Pengganti,

AKMAL HAKIM BS, S.HI, M.H.

Perincian Biaya :
1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
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2. Biaya Proses Rp 50.000,00
3. Biaya Penggandaan Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan Penggugat Rp -
5. PNBP Panggilan Rp 10.000,00
6. Biaya Panggilan Tergugat Rp160.000,00
7. PNBP Panggilan Rp 10.000,00
8. Redaksi Rp 10.000,00
9. Materai Rp 10.000,00

J u m l a h Rp300.000,00
(tiga ratus ribu rupiah)
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